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ABSTRAK

Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Oleh:

Itham Budi Santoso

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas sistem dan prosedur
penerimaan daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Faktor-
faktor yang ada dalam penelitian ini adalah Kebijakan Sistem dan Prosedur
Penerimaan, Pihak-Pihak Terkait, Dokumen Yang Harus Diselenggarakan, Buku
Catatan Yang Harus Diselenggarakan, Laporan Yang Harus Diselenggarakan dan
Sistem Pengendalian Internal sebagai variable.

Sampel penelitian ini terdiri dari lima SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) yang terdapat pada Kabupaten Dharmasraya yang diambil secara
purposive random sampling. Faktor-faktor tersebut diwji dengan metode
komapatif antara Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59
tahun 2007dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharamasraya Nomor 2 Tahun
2010 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2010, ditambah dengan
PP nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern.

Hasil penelitian menunjukan bahwa SKPD terkait telah menjalankan
sistem dan prosedur penerimaan sesuai dengan regulasi yang diamanahkan,
namun untuk sistem pengendalian intemn harus ditingkatkan mengingat masih ada
yang harus dilakukan perbaikan diberbagai bidang.

Katakunci : Kebijakan Sistem dan Prosedur Penerimaan, Pihak-Pihak Terkait,

Dokumen, Buku Catatan, Laporan dan Sistem Pengendalian
Internal.

xi



ABSTRACT

Evaluation Of Systems and Procedures for the Acceptance of the area of
West Sumatra Province, District Dharmasraya.

From:
Ilham Budi Santoso
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
Hasni Yusrianti,S.E., M.AAC., Ak

The purpose of this research is at evaluating over the system and
procedure local revenue district Dharmasraya Sumatera Province West. The
factors to be evaluating in this research is Policy the system and procedure of
acceplance, related parties, a document that must be held, a logbook must be
held, the report must be held and internal control system varaibel.

The samples consist of five SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) which
is found in the county of dharmasraya taken as purposive random sampling The
factors tested with a method of komapatif between Permendagri number 13 year
2006 dan Permendagri number 59 year 2007 with Peraturan Daerah Kabupaten
Dharamasraya number 2 year 2010 dan Peraturan Bupati Dharmasraya number 25
year 2010, coupled with a PP number 60 year 2008 regarding the internal control
System.

Results of the study indicate that SKPD has been running system and
related procedures of acceptance in accordance with mandated regulations,
however for the system of internal control should be improved considering there
are still improvements to be made in various fields.

Key words: Policy the system and procedure of acceptance, related parties,
document, logbook, the report and internal control system

Xii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang lebih
sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah
merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah. Uniknya hubungan keuangan pemerintah pusat dan
daerah ini merupakan topik hangat yang sering muncul ke permukaan, bahkan
berpotensi menjadi perpecahan bangsa. Persoalannya mudah ditebak, yaitu adanya
daerah yang kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian
keuangan oleh pemerintah pusat. Munculnya berbagai gerakan separatis yang
ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi akhir-akhir ini sedikit banyak
juga disebabkan oleh masalah keuangan. Daerah-daerah yang merasa memiliki
sumber daya alam yang melimpah menginginkan jatah yang lebih besar sesuai
dengan porsi yang disumbangkan daerahnya. Berkembanglah isu bahwa

pemerintah pusat hanya mementingkan dirinya sendiri atau lebih berpihak kepada

daerah tertentu.

Masalah hubungan keuangan pusat dan daerah timbul karena adanya
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh badan-badan yang disusun secara
bertingkat (multiplicity of government units). Hal ini didorong oleh kebutuhan
ketatanegaraan dan administrasi negara karena tugas-tugas pemerintahan yang

makin banyak dan menjangkau daerah yang luas tidak mungkin diselesaikan



menjadi bahan pembicaraan yang tidak habis-habisnya terutama setelah
dikeluarkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini menjadi lebih intens lagi
setelah kedua undang-undang tersebut diatas direvisi melalui UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33

Tahun 2004.

Hubungan keuangan vertikal pusat-daerah justru semakin timpang.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin mengandalkan dana dari pusat.
Porsi pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) mengecil. Tak heran kalau sebagian besar APBD di kebanyakan provinsi
dan kabupaten/kota habis untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran wajib yang

sudah ditentukan peruntukannya oleh pusat.

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas
yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu
berkah bagi daerah, namun disisi. lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut
juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya,
oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus disiapkan antara lain, sumber

daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah.

Aspek keuangan adalah salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui
secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri.

Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat



dengan baik apabila dipusatkan ditangan satu tingkat pemerintahan saja. Dalam
hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah akan ada pendekatan
indiplisiner karena banyak disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan hubungan ini,
misalnya ketatanegaraan, administrasi negara, politik, hukum, ekonomi, dan lain-

lain.

Masalah perimbangan keuangan ini merupakan salah satu tuntutan
reformasi, dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, pemerintah telah
menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tantang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Fakta dan data selama ini
menunjukan bahwa hampir semua daerah persentase Pendapatan Asli Daerah
(PAD) relatif kecil. Pada umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) suatu daerah didominasi oleh transfer pemerintah pusat dan transfer lain-
lain, yang diatur oleh peraturan perundangundangan. Hal ini menyebabkan daerah
sangat bergantung pada pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah untuk
mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya
PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh struktural daerah memang
miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan lain yang potensial, tetapi

lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat (A Yani,2002).

Aturan keuangan pusat-daerah, mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional, disisi lain untuk memfasilitasi pembangunan nasional, disisi lain untuk

pembangunan daerah, yang dijalankan dibawah skema otonomi daerah. Hal ini



menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan
daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari

pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan tercermin
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas
pembangunan, serta pemerataan keadilan dengan mengembangkan seluruh

potensi yang dimilki oleh masing-masing daerah.

Faktor lain ketidakmampuan daerah menggali sumber-sumber keuangan
adalah karena banyaknya regulasi yang mengatur sistem dan prosedur keuangan

pemerintahan daerah, regulasi yang mengatur aspek pengelolaan keuangan antara

lain:

a. PP No. 24/2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan

b. PP No. 21/2004 mengenai Penyusunan RKA-KL

¢. PP No. 58/2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah

d. PP No. 65/2005 mengenai Pedoman Penyusunan & Penerapan SPM

e. PP No. 8/2006 mengenai Laporan Keuangan & Kinerja Instansi
Pemerintah

f. PP No. 40/2006 mengenai Tatacata Penyusunan Rencana Pembangunan

g. PPNo 39/2007 mengenai Pengelolaan Uang Negara/Daerah

h. PP No 71/2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan

i. Perpres 7/2005 RPJM 2004 - 2009



j. RPJP Daerah dan RPJM Daerah

k. PMDN 59/2007 Perubahan atas PMDN 13/2006 ttg PKD

1. PMDN 30/2007 Pedoman Penyus. APBD TA 2008

m. SE Mendagri No. 050/2020/SJ/2005 Petunjuk Penyusunan Dokumen

n. PMDN 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

0. PP No 6/2008 mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda

p. PP No 8/2008 mengenai Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
& Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

q. PP No. 56/2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dengan banyaknya regulasi yang diterima daerah sehingga memunculkan
ketidaksiapan daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan
mengkoordinasikan seluruh regulasi. Ketidaksiapan ini meliputi, sumber daya
manusia, teknologi, regulasi daerah itu sendiri. Pengelolaan anggaran yang buruk
berdampak luas pada pembangunan daerah termasuk tingginya angka kemiskinan
dan buruknya sumber daya manusia Indonesia. Buruknya pengelolaan keuangan
daerah disebabkan kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
Terdapat tiga faktor yang melatar belakangi kinerja buruk pe‘merintah daerah

dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (Salahudin, 2014):

a. minimnya pemahaman pemerintah daerah (SDM) tentang pengelolaan
keuangan daerah,
b. sistem penganggaran yang rigid (rumit), dan

¢. pengaruh politik dalam pengelolaan anggaran.



Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyelengarakan system dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri nomor 13
tahun 2006, Permendagri nomor 59 tahun 2007, dan Peraturan Daerah yang
berlaku. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencangkup seluruh
proses yang harus dilakukan dalam merencanakan, menatausahakan, melaporkan,

dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Prosedur yang dimaksud adalah:

a. Prosedur Perencanaan Anggaran Daerah

b. Prosedur Penerimaan Daerah

c. Prosedur Pelaksanaan Anggaran Daerah

d. Prosedur Pengeluaran Daerah

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diukur dengan pencapaian
output, pela);anan, report yang dikehendaki sistem.,dan pihak terkait yang
berhubungan. Sehingga dapat menimbulkan ketidaksiapan pihak-pihak yang

terkait dalam sistem yang rigid ini.

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmiican tanggal 7 Januari 2004 oleh
Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang
Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera

Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam

Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.



Sebagai Kabupaten yang baru, perekonomian di Kabupaten Dharmasraya

sampai dengan tahun 2012 selalu menunjukkan perkembangan yang cukup

berarti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pilai PDRB (Produk

DomestikRegional Bruto) Kabupaten Dharmasraya baik atas dasar harga berlaku

maupun harga konstan 2000 yang terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB

Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 tercatat sebesar

1,513 triliun rupiah sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 maka pada

tahun 2006 tercatat sebesar 899,308 miliar rupiah. Berikut adalah nilai PDRB

Kabupaten Dharmasraya periode tahun 2006 sampai tahun 2012.

Tabel.1.1 Nilai PDRB (Jutaan Rupiah)

Nilai PDRB bedasarkan
Tahun Nilai PDRB
harga konstan tahun 2000

2005 1.290.369,56 846.237,71

2006 1.513.323,36 899.308,50

2007 1.787.383,45 957.502,47

2008 | 2.109.946,67 1.020.079,52
2009 2.346.484,20 1.087.775,99
2010 2.677.790,01 1.158.557,51

2011 3.067.927,06 1.234.376,14
2012 3.448.616,12 1.316.135,71

Sumber: BPS Kabupaten Dharamasraya




Dengan membandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000,
sebagai contoh sampai dengan tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Dharmasraya selalu menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat. Pada
tahun 2006 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% dimana pada tahun 2005

tercatat sebesar 5,46%.

PDRB atau PRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah salah satu
indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu
daerah. PDRB Per kapita merupakan hasil bagi antara nilai 'nominal PDRB
dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. PDRB Regional Perkapita
menunjukkan perkiraan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah yang
merupakan PDRB dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto, dibagi

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Kondisi PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita untuk
Tahun 2006 di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan, sebagai contoh
dimana pada tahun 2006 tercatat kenaikan pendapatan perkapita penduduk
Kabupaten Dharmasraya mencapai 13,75 persen dengan nilai 8,9 juta rupiah per

orang pertahun, terlihat lebih tinggi dari perkapita tahun 2005 yakni hanya 7,8 juta

perorang pertahun.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam skala besar
maupun skala rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pendorong
meningkatnya nilai perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita di

Kabupaten Dharmasraya. Meningkatkan daya saing usaha dengan berkembangnya



usaha-usaha produktif di setiap sektor ekonomi yang didukung oleh keberadaan
sarana dan parasarana penugjang juga salah satu faktor yang mampu

meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya mendapatkan predikat Kabupaten Pemekaran
Terunggul di Indonesia. Penetapan prestasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120-277 tahun 2011. Kabupaten
Dharmasraya berhasil mengumpulkan nilai 59,43 persen, yang berasal dari empat
indikator, masing-masing peningkatan kesejahteraan masyarakat, good
governance, ketersediaan pelayanan publik dan peningkatan daya saing. Nilai
kemenangan Kabupaten Dharmasraya itu dapat dilihat dari tercapainya beberapa
indikator penilaian. Misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
Dharmasraya meraih nilai 20,59 persen dari 30 persen yang ditetapkan, sementara
untuk goéél governance diraih nilai 19,28 persen dari 25 persen yang diisyaratkan.
Sementara dan sigi penurunan angka kemiskinan, juga terjadi penurunan yang

drastis sebesar 56 persen, dari 10.608 KK turun menjadi 5.590 KK.

Sedangkan dari sisi peningkatan daya saing, juga mengalami peningkatan.
Hal itu dibuktikan dengan meningkatkanya lembaga perbankan, dengan total aset
perbankan secara keseluruhan kurang lebih Rp? triliun. Jika tahun 2005 realisasi

investasi sebanyak 72 unit, maka tahun 2009 menjadi 219 unit.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melihat apakah regulasi nasional
dan regulasi daerah sesuai atau tidak di sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur

yang ingin diteliti adalah pada bagian prosedur penerimaan. karena penerimaan



adalah bagian yang sensitif dalam SKPD. Sehingga saya tertarik menulis skripsi
dengan judul “Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Rerdasarkan uraian diatas perumusan masalah yang akan dihahas dalam penelitian
adalah apakah telah menerapkan, mematuhi, serta mengevaluasi sistem dan
prosedur penerimaan daerah di kabupaten Dharmasraya yang sesuai dengan

regulasi yang ada.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengevaluasi:

a. Prosedur penerimaan melalui bendahara penerimaan,
b. Prosedur penerimaan melalui bendahara penerimaan pembantu, dan

c. Prosedur penerimaan melalui bank yang ditunjuk pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun bagi

penulis sendiri. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Mantaat Teoritis

Menjadi bahan informasi bagi daerah Kabupaten Dharmasraya dan dapat
bermanfaat dengan memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi
penelitian terkait selanjutnya.

b. Manfaat Praktis.

Sebagai salah satu prasyaratan akademis untuk menyelesaikan Program
Sarjana (S1) pada program sarjana Falkutas Ekonomi Universitas

Sriwijaya.

1.5. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk S bab, dimana tiap-tiap pada bab
disusun secara sistematis sehingga memberikan penjelasan bahwa satu bab dengan

bab yang lainnya saling berhubungan, yaitu :
BAB1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari
penelitian ini dilakukan, perusmusan masalah, tujuan dari penelitian ini,
manfaat yang diperoleh setelah penelitian ini dilakukan serta

sistematika penulisan.

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kerangka

berfikir serta hipotesis dari penelitian ini.
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BAB 11

BAB IV

BAB V

METODOLOGI PENELTIAN

Bab ini akan menjclaskan mengenai definisi dari setiap variabel

serta alat ukur dari variabel-vanabel penelitian, populasi dan sampel,

jenis dan sumber data dan metode analisis data dari penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum objek
pencliian, anahisis data terhadap data yang telah diperoleh atas

penelitian, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, yang
mana berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan,
keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini, serta juga memberikan
Saran-saran yang mungkin dapat memberikan manfaat untuk pihak yang

memiliki kepentingan terhadap skripsi ini.
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